BAB IV

ANAIISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

PENGIRIMAN TKI KE w#ALAYSTA

A, Analisa dari sistem Kerja rengerah tenaga Kerja.

sebagaimana telah dijelaskan dliatas, bahwa di Xeac.
Laren Kabupaten Lamongan seseorang yang akan hekerja ke
Malaysia disamping melalul UEPNWAXER be exXeriz cam& dengzn
perusahaan yang telah mendapat SIUP-PJTIKI, juga ada yang

melalui pengerah (€alo).

Dewasa ini pekerjaan sebagal per~atara / pihak ke-
tiga baik yang dilakukan oleh DEFPNAKLR manpun pengeran
dalzm suatu usaha sangat diperlukan khususnya dalam mena-
ngani pengiriman %enags kerja ke Malaysia, dimana banyak
sekali orang yarg ti3ak mengetahui bagair~na cara untuk
dapat bekerja di Mzliaysia, maka dalam keacaan yang demi
xian dibutuhkan baniuan orang lain atau badan usaha yang

verprofesi selaku pihak ketiga / peraivarza.

’

Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar berusaha
untuk mencari sebagian dari rizki yang disediakan-Nya ba-

gi keperluan manusia, sebagaimana firman-iya ¢
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upialsh yang menjadikan bumi. itu mudah bagi Yamu,
.maka ‘berjalanlah digegala Dengurunya gan ~ makanlah
sebahagian dari rizki-Nya. Dan nanya kepada - Nyalah
kamu (kembali setelah) dibangki itken", (al Qurtan,oT:

i5)
Berkenaan dengan itu maka kesempatan yang adz
tidak patut disia-siakan, melal inkan harus dipergunakan

-~ - N \

dalam berussha untuk ke%ant"ng&n dunia, dizsamping untuk
kepentingan akhirat.
) L A O s 50, 8,5 ddzm=@;iL3é;{sj
ARG e e sl fou/ Gl s
CH Aa L
"an carluwh pada apa yang telah iianngerahkanl aAllah
kepadem kﬁoahaQLan) as'e“1 akhirat,dan janganliah

peTn kamui e dugak»u,hahpgxgn dari (keniimatan) dundawil. ™
(2l Qurian, 28:77).

Pelab menjadi sunnalullah bahwa, siapa: saja yang

ry

rajin bekerjs, niscaya akan memperoleh hasﬁl dari usaha -

_..l

nya. Sebzliknys siapa yang malzs, niscaya 2kan rugi  dan

tidak akan mendapatkan apa=apa.

Tentang usaha apa yang ckan dilskukan dalam
mémenuhi keperluan hidmp seseoraeng, Lazlam memberikan ke -
hebasan untuk memilih sesuei dengan irgtrampilan,bakat dan
fasilitzs alam yang btersedia da’am vangks mencari karunis
A

ilabi., Disamping itu seseoraug 4 dianggap lebih mengerti

dalam urusan aanianya; sebagaimana sabda Rosunlullah :

ST, el el sl




"Kal¢an iebih tazhu tentang urusan dunia kalian'.
(Mesjfuk Z Lhm,ioa? : 149). '

Ussha yéng dianjurkan oleh Islam tidak hanya
terbatas sebagzi Pegawsai Negexil, petun atau. yang lain,
melainkan bergifs .t Lu s mencakup setiap usaha yang halal
termasuk menjadi Pengerah Tenaga Kerja yang akan dikirim

ke Malaysiz.
Dalam melakukae usahe pengiriman WKT ke Malaysia
pihak DEPNALKER menempuh jalan :
1. Detang ke desa - desa;
2. Melalui pengumuman;
%, Melalul pendaftarsan/calon PET detang ssudiri,

sedangkan yang dilakuka oish pengerzh adalsb dengan @

Dengan =zistem kerja yang dilekukan &eﬁgan segals
aspek dan care peleksanaan selama tidak mengandung unsule-
unsur yvang berientangsn dengan prinsip=p insip syaritat
karsna pada dasarnya segala Besuatu/perbuatén itu Dboleh,
kxecuali ada delil yang wmengharamkannya, délam 1 kaidah

-abutkan :

U’v

ushvi figh d&i:

IR VI W\ KOO SR P by JL;:A*’) ;LH\KVQMV‘

(Masgfnk Zuk d ,1987 : 55).




Dari nash-nash (dalll— 21il) yaang ada dalam  »ab
II, dapat diiarix_keSmeulan bahwa perjanjian sewa-me -

nyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekepjaan

adalah dibenarkan dalam hukum i{silam, -

Dengan kata lain, perjanjlan kerja { menyewakan
tenaga manusia) antara pengeral tenaga kerja dengan

Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Xerja dengan Pengguna

Jasa Tenaga Kerja (mustatjir; adzlah dibenarkan,

Masyarakat di kecamatan Laren khususnya para
pemuda banyak yang tertarik unwuk bekerja ke italaysia,
sebalr di Malaysia lowongan pekerjan banyak dan imbalan
vang ditawarkan jauh ledbih besar divandingkan kazlau

mereka’ bek e ja d1 daerah asal. Keinginan untuk memenunki
kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup inilah yarg

menderong mereka bekerja ks Malaysiw,

Pada dasarnya apa vang dilakukaa oleh DEPNAXER
maupun pengerah adalah ingin menolong pada para calon
TKI agar dapat bekerja di Mlaysia yai®tu dengan usahanya
melakukan pengiriman ©XI,

Dalam hal ini Islam sargat menganjurran kepada
manugsia agar saling tolong merolong, sebagalmana firman

Allah SWI. o
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“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjekan) ke -
bajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran",(sl Qur'sam,5:2).

Dengan demikian jelaslah bahwa, sistem kerja balk
yang dilakukan oleh DEPNAKER bekerja eana dengan perusa -~
naan yang telah mendapat SIUP-~-rJTKI maupun pengerah atau
calo adalah dibenarkan, selama dalam melakukan pekerjaan
itu mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan de-
ngan syari'at dan merugikan pihak lain, seperti adanys
unsur penipuan, pemerasan, atau men jerumuskan ke jalan

yang tidak benar.

B. Analisa dari Perjanjian Kerja antara Pengerah Tenaga

Kerja dengan caloa TKI.

a. Melalui Perusahaan Legal (resmi).

Bila kita analisa tentang pelaksanaan perjanjian
kerja antara pihak perusahaan yang akan memberangkatkan
calon TKl dengan calon TKI, dapet diketahui bahwa dalsm
melaksanakan perjanjian kerja didasarkan atas kesepakatan
kedua belah pihak, mereka saling menghormati hak dan ka -

wajibannya, hal ini sesual dengan firman Allah :

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu=
(al Qur'an, 3 : 159).
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Dengan demikian dalam 1slam dianjurkan agar dalam

membuat suatu perjanjian hendzklah sebelumnya - ..diadakan
4

musyawarah untuk mencapai kata sepakat, sehingga tercapai

kerelaan dari kedua belah pihak,

Menurut pasal 1 hurufw6:PMTK No:PER-02/MEN/ 1994
yang disebut perjanjian kerja adalah pefjanjian yang di
buat secara tertulis antara TKI dengan rengguna Jasa TKI
yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak., Per -
janjian tersebut dilakukan atas dasar musyawarah untuk
mencapai kesepakatan, sehingga norma dan harkat dari
masing-masing pihak bisa saling menjaga, menghormati dan

tidak %imbul perselisihan.

Islam mengatur kegiatan muamalah sedemikian rupa
adalah demi kemaslahatan umat, suatu kebiasaan yang ter -
jadi pada diri manusia hanya perscalan harta, menyebabkan
manusia berpecah belah bahkan saling membunuh satu sama
lain yang berakibat adanya permusuhan dimuka bumi ini.
Hal yang demikian sangat dilarang oleh agama, sebagaimana

firmzn Allah SWT. @

uDan bila dikatakan kepada mereka "jangan kamu membu-
2t kerusakan dimuka bumi mereka menjawab : sesungguh
nya kami orang - orang yang mengadakan perbaikan ".
(al Qurtan, 2 : 11).
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Untuk kemaslahasan 1nlla pihak perugshazn membuat
A £

rjanjian dengan para calon WKI, yang melﬁpl‘

I-I.
L1

a.l. Perjanjian upah. ;‘

Dalam menentukan upah pihak peru"" 1a8n  menawarkan

besarnya upah berdasarkan kemampuan dan peke'jaan yang
ditawarkan pedes saat itu, semakin‘tinggﬁ-keaﬁllan yang
dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi. pula upah yang

aken diterima.

Islam sendiri membedakan antara orang yang berket=
rampilan dengan crang yang btidak oerketLarpi en, aal ini

o

sesual dengan firmen-pye i
o Lt LﬁJudL&iuJ}hlnfﬁ/byJJ‘ L}}Nxﬁ’Lﬁ T RIOSER Py s

4 LN

"Katekanlah : adakah sama oreang-or ang.ii‘ eneetahui
dengan orang yang tldsk mengetahui 9 Qurfan ,
35 1 9)e :

Berda salka penelitian yvang penulis lakukan di
kan tor DEPNAKER, bahwa dalam melakukan perjanjian upah
Gilakukan sebelum pars calewn TXI dikirim ke Malaysia.
Mereka diberi kesempatan untuk bverfikir mengenal upah

yang ditvawarkai, dar disini semuanya terserah pada . calon .

TKT menerima atau menolak.

Disamping itu pihak perusshaan juga mengadakam
Ggialog dalam membicarakan pex -janjian kerja (upeh) sehing
ga terjadi kataisepakat dan keduanya dapat menerina
perjanjian teréebut, |
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Jad&! daleam hal ini mereka melakukannya dengan
nusyawarah terlebih dahulu sehingga mereka rela dengan

hal yangz demikian, hal ini sesuai dengan :sabda Rasulullah

SceWe 32

T T O S B Ty S

. - t v i - ¥ 1 kX ,
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"Derdamalan itu halal antara sesama muslim, kecuali
perd@ma¢aa veng m hoharamkad yang halal atau mengha-
2 haram. Dam Mu llhn \ha“lb‘ berpegang
i syarat
-ﬁan yang
,1992: 270) .

Perintalhr tersedbut mencskup segala perjanjian yang

dicdakan oienh seiiap orang dalam perjanjian ijareh dan
ruamalai lainnva yvang diadakan dan dibangua ateas dasar
kesepakatan xedua bt pihak.

I

ara kemaslaheta~ dari
vakni anitarya calen TKI dengan Perusahasn RPengexn ah dengan
~

demikisyn tidsk ada pihak yang dirugikan.

hnyva saatu perjanjian,harus memenuhil

)
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wmsur cokok, dlantarany s (Sayyid sabig,i287.200).
1. Kerelsan dus pihak yang melakukan akad.
Delam mzlakukxan akad harus didassxkan Kerelzan kedua

belilarn pihsk, maka kalau salah seorang dari mergka di-



paksa untuk menystujui salah satu perjanjian, maka
perjanjian tersebut tidak sah.
Apa vang dilakukaﬁ oleh DEPNAKER dengan calon TKI da-
lam mengadakan perjanjian upah adalah dengan didasar -
kan kesepaxatan antara kedua velah pihak, sehingga hal
itu telah sesuai dengan -ajaran Islam yang mementingkan
musyawarah untuk mencapai mufakét.(kl Qur'an,3:159).
Pihak yang mengadakan perjanjian, harus -~ mémenuhi .
persyaratan dewasa,berakal dan sehat sebagaimana fir -
man Allah : ..

Lw_ﬁp_,,_uJLL, AMU»&J‘(S\” b e lged1 557
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

belum sempurna akalnya, harta {mereke ada dalam keku-

asaan) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan =
nya®'., (Al Qur'an, 4:5 ).

. Pinak yang mengadzkan perjanjian harus - mengetahui

dengan Jjelas manfaatnya.

Fai ini &ilakukan adalah untuk menghindari perselisi -
nan artinys pihak yang membutuhkan tenaga kerja menge-
tahui ketrempilan dan keahlian yang dimiliki cleh
Tenaga Keris tersebut, sehingga apa yamg dilakukan se=-
suail dengan pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya.
#1la kita perhatikan dalam masalah ini, PJTKI telah
memberikan jaminan kepada Penggune Jasa Tenaga Kerja
bahwa mereka akan bisa melakukan pekerjaan gesuai

dengan yang ditawarkan sebab sebelum para TKI dikirim



4.

-58

ke Malaysia mereka telah mengikuti pelatihan ketrampi-
lan dan keahlian sesuai dengan kodifikasi jabatan yang
dibutu kan, seperti ketentuan yang ade dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja pasal 16 yang berbumyi 3

"Balai latihan kerja, lembaga pelatihan dan Tim Uji
ketrampilan sebagaimana dimaksud pada pasal.14 dan 15

harus bertanggung jawadb penuh atas kualitas hasil
pelatihan dan uji ketrampilan yang dilaksanakan™.

Manfaat dari perjanjian itu bukan yang diharankan.
Jadi tidak sah menyewa dalam hal maksizt, misalnya
menyewa seseorang disuruh untuk membunuh atau mengani -

aya orang lain.

Dalam kitab undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320

perjanjian itu dianggap sah apabila memenuhni syarat-sya -

rat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3, Suatu hal tertentu, yang dalam hal ini untuk meneri-
ma tenaga kerja dan mempekerjakan tenaga kerja;

4. Suatu setab yang halal. (Prof.k.Subekti,s.H.,R.TJit-

rosudibic,tt : 305).

Dalam Islam setelah terjadinya perjanjian yang

demikian itu, syari‘*at memikulkan tanggung jawab bagi

kedua belah pihak, pihak 1XI yang telah mengikat kontrak

wajib melaksanakan pekerjaah sesual dengan kontraknys,

karena Allah S$WT, telah berfirman :
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"Hai orang-crang yang beriman penuhilah akad-akadmu®,
(Al Qurian, 5 ;: 1).

Sementara itu pihak majikan bertanggung jawadb da-

lam pembayarn upah TKI sesual dengan perjanjian - yang
telah disepakatl semula. aApavila dibatasi dzngan wakta
tertentu, sepcrti bulanan atau tahuan meka upah harus

dipenuhi bpila waktunya tiba. seardainyz wairiunya bulanen,
maka upan dibveyar apada akhir bulan caevr arnsila tarunan

maka upan dibayar padsa eknir tshun.

Jadi mereka tidak boleh mengulur-uiur pembayaran
upah kepadz para TKI setelah ditentukar wakxlunya, apalagl

mengingkari pembayaran upahnya. Nabi telah oersabds ¢
¢ bl ST e || RN Ul gy 4
U M GBI Oy P e ) @A DS DS lew ALY, )L;

A;w‘LfaiﬁAL;gﬁffkh?kl*“lJ%vJ A*J;51$!f»2;7b%a);

! :
()\»«_ﬁ [ 3/ / O‘.?")f!‘&(L‘—’é’—ﬂ"iy
(As shontani, 1186 : 80).

141lah Taala berfirman : Ada tiga orang yang aKan

menjadi musuh mereka di hari qiamat yaitu : orang
yang berjanjl dengan nama-xu,kemudian ia berkhianat,
orang yang menjua. manusia merdeka dan ia mohon hzw
ganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu
ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak
bayar upzhnya. (H.R. Muslim),

Oleh karena itu bila dilihat dari prinsip- prinsip

diatas, apa yang dilakukan oleh DEPNAKER kepada caion

Temaga Xeirja indonesia sesual dengan perundang - undaigan
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eracalnana di elas skan pada Bab IXr. bahia 'posisi{Q*

B~

"dari PJITKI adalah seoaga perantara antuk menyalurkau mKI

kepads Pengguna Jasa ¥XI yang memovtuhﬁan3 aﬁngar kata
lain.perus&haan tersebut sebagal jemb ”an antars TKI

dengan Pen gguna Jasa. Disinilah l@lu perusanaan - "membhual

suau perjanjian dengan calon TKI. ' )

Jadi jelarsléh' bahws pe

na sebelum berlangsungnya hubungan kerja

rianjian kerja sebagai sars~

b=

heras diwujud -

kan sebaikabaiknyag dalam arti mencerminkan keadilan baik

bagl TXI maupun yang mempaker

akan, ssbab kedvanys  akan

terliibat delam hubungan kerja,

Temikian juga mengenai perjanjizn masa - kerja

&

'ﬁer*%ntu dTas Kegepakatan bersama,

adalah agar mencerminkan rasa

kedua belah pilhak.

pihak nerusahaan menetapkan masz kerja da lam Jangka waktu

inli <idak lzin

hal
xeadilan dewn menguntungkan

Dalam perjanjian ijarch, dapat diadaxan syarat e

-

syarat yaang tid kX bertentangan dengan ketsuiuan hukum

Islam, ini sesual dengan hadi

2
<

3

oy 4 =T
.‘ﬁ.abl oo cve Wa

_x-%}’,_} geted o W,)._




( Bukhori, III : 120).

norang Islam itu terikat oleh syarat-syarat yang
mereka adakan",

Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan keten-
tuan~ketentuan hukum Islam, maka perjanjian tersedut

tidak sah (batal).

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh pihak
DEPNAL®R dengan calon 1KI tidak bertentangan dengan hukum

Islam.

b. Melalui perusahaan Ilegal .

Seperti telah dijelaskan pada bab I1I, bahwa pe -~
ngiriman 1KI ke Malaysia disamping dilakukan oleh DEFNA -
Kir juga dilakukan oleh perorangan yang disebut dengan

rengerah (Calo).

Dimana dalam melakukan perjanjian kerja baik me .-
ngenal masalah biaya rengiriman maupun perjanjian yang
lain, selalu dimusyawarhkan terlebih dehulu guna mencapai
kata sepekat dari kedua belah pihak, sehingga keduanya
mengetahui dengan jelas berape riaya yang akan diserahkan

pada rengerah, nal ini sesuai dengan firman Allah :

o ULy b 1KY,

“Dan janganiah sebagian kamu memakan harta sebagian .
yang lain diantara kamu dengan jalan yang batnil * .

(Al Qur'an, 4 : 29) e
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Kalau kita perhatikan maka apa yang dilakukan
oleh Pehgerah dengan para calon TKI dalam membuat  suatu
perjanjian adalah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran

Islam, hal ini dilakukan demi kemaglahatan bersama.

Jadi jelaslah bahwa perjanjian kerja sebagal
sarana sebelum berlangsungnya hubungan kerja, harus diwu-
judkan dengan sebaik-baiknya, dalam arti mencerminkan

keadilan baik bagi Pengerah maupun calon TKI.

Perjanjian kerja harus merupakan kesepatan antara
kedua belah pihak, akan tetapi walaupun itu merupakan

hasil kesepakatan, perjanjian itu harus dan tidak boleh

mengand ng unsur-unsur pemerasan, bukan karena adanya
nemaksaan hingga pihak yang satu akan dirvgikan " oleh
pihak yang lain, dengan kata lain perjanjian itu harus

terwujud karena adanya ketulusan iitikad yaang baik dari
kedua belah pihak karena didalamnya terkandung hak dan

kewajiban masing-masing.

Selain itu berdasarkan penelitian yang penulis la-
xukan di Kec.laren, hasil wawancara dengan para calon
T?KI dan rengerah banwa sudah menjadi kebiasaan apabila
para TKI telah mendapat pekerjaen maka uniuk selanjutnya
Pengerah meminta agar separoh dari geji pertama diberikan
atau. agar rengerah diberi persen semampunya atau seihlasg~

nya. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan

—L&/()'n.& ‘OJL)J}



6%

"Kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum@.
(As suyuti, 119 1 : 63).

Tetapi kaidah hukum ini perlu diberi catatan :
igelain adat kebiasaan atau kukum adat itu = tidak
bertenﬁangan dengan prinsip-prinsip dalsm &l Qur'an dan

sunnah®,

Perjanjlan tersebut biasanya hanya dilakukan
lewat lisan tidak ada hitam diatas putilk sebagal pedo -
man dari kedua belah pihak, namun ini merupakan kebia -
saan yang saling dimengerti oleh keduanya. Sebab Penge-
rah dianggap sebagai orang yang berjasa kepadanya,mulai
Gari menampung, memberngkatkan hingga mereka dapat

bekerja dan mendapat penghasilan,

Kebaikan~kebaikan yang diberikan oleh Pengersh
itulah yang menyebabkan para 1K1 merasa berhutang budi
kepadanya, sehingga walaupun perjanjian itu hanya aisan
paikan dalam bentuk lisan, namun sebagian besar dianta-
ra mereka mematuhinya. Disamping itu Pengerah menetukan
hal itu sudah dimusyawarahkan terlebih danulu dengan
para calon TKI, dan mereka rela dengan hal yang demiki-

an.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pengerah
kepada calon TXI dalam mengadakan perjaniian kexja

tidak bertentangan dengan hukum lslam.
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0. Analisa dari Proses Pengiriman TKI ke Malayzia.

a., Melalui perusahaan legal  (resmi).

Pihak DEPNAKER dalam pengirimen TKI ke Malaysie
yang pelasanaanya diserahken pada perusahagn yaung telah
mendapat SIUP PJTKI dan mcnaapat rekomendasi dari mente-
ri Tenaga Kerja pada dasarnya adalah untuk memberikan
kesempatan kerja kepada yang membutuhkan, meningkatkan

keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri.

pelaksanaan penempatan Tenaga Xerja dilaksanakan
secara tertib, efisien dan «fektif untuk mencapai penine
gkatan kese jahteraan tenaga kérja, pemasukan devisa,per-
luasan lapangan kerja dengan memperhnatikan harkat dan
martabat bangsa dan negara melalul pendayagunaan permin-

taan pasar kerja di luar negeri.

Apa yang allakukan oleh perusahasn tereebut ada -
lah pengerahan dan pengiriman TKI ke Malaycia untuk
dipekerjakan dan disalurkan pada Pengguna Jasa yang

membutuhkan tenaga kerja,

Profes: ini dilakukan oleh perusahaan sebagal
suatu pekerjaan yany akan mendapatkan hasil bagi perusa-
neannya disamping membantu para calon TKI mendapat
pekerjaan di luar negeri (Malaysia). balam hal ini Ialem
sangat menganjurkan kepada manuaia agar saling tolong
menolong sesual cengan kemampuan. ( Al Qurian sorat aAn -

nisa' ayat 2).
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{
Memang dalam hukum Isiam usaha untuk kesejahte -

raan masyarakat, manusia diberi kebebasan yang . seluas
luasnya sevagai bekal hidupnya, manusia diperintah agax
mau bekerja dengan giat seakan~akan dia hidup . untuk
selamanya. . i K Tt e Tl

Tentang usaha atau kerja apa yang akan dilakukan
dalam mencari bekaltersebut, lslam memberikan kelongga-
ran kepada manusia untuk memilih usaha dan ' pekerjaan

sesual dengan bakat dan keahliannya.

Sesungguhnya Allah telah melapangkan bumi dan
menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat beru -
gaha mencari sebagian dari rizki yang disediakan. '~ Nya

bagi keperluan manusia, sebagaimana firman Allah
~ N * . . . . .\
S LS5 LS L 7 Laale 9505 5o > S a4
J.):"‘"“J(‘L:‘“J

"Dialah (Allah) yang telah menjadikan bumiitu mudah
bagi kalian,maka berjalanlah di segala penjurunya ,

dan makanlah sebahagian dari rizki-pNya.uvan hanya
kepada-nNyalah kalian akan kembali. (Al Qur'au, 67
15 ).

Berkenaan dengan itu, maka kesempatan yang ada

tidak patut disia-~siakan, melainkan harus . dipergunakan
dalam berusaha untuk kepentingan dunia, disamping persi=-

apan untuk hari akhirat. (Al wur'an, 28:77).

Pelaksanaan pengiriman 4KI ke Malaysia yang dila-

kukan oleh perusahaan dilaksanakan melalui proses dan
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penyediaan kualitas, pemberian perlindungan dan pelaya-
nan yang baik sejak dari daerah acal, pada saat penem =
patan sampai dengan kedatangan dari luar negeri dan
kepulangan ke daerah asal TKI. (PMTK NO:FPER-02 _.pasal
28 ).

pisamping itu perusahaan yang akan melakukan pe-
ngiriman TXI Ke mMalaysia tersebut telan memiliki SIUP
PJTKI dan telah mendapat rekomendasi dari menteri ijena-
ga xerja, sebagal pelaksana penempatan Tenaga Kerja ke
luar negeri sebagaiman rMIK pasal 6 bahwa perusahaan

atau Badan usaha Swasta yang berusaha dibidang penempa-

tan tenaga kerja wajib memiliki SIUP PyTKI.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laku -
kan di kec..Laren bahwa pengiriman TKI ke malaysia yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut telah sesuai dengan

paraturan Menteri wenaga Kerja.

Di dalam Al Qurian dan Hadis, yang merupakan
sumber pokok hukum islam dan yang menjadi pedoman hidup
(way of life) bagi umat Lslam *tidak ada nash yang sha -
rih (clear statement) yang melarang ataupun yang meme -
rintahkan untuk bekerja sebagail rengaerah renaga Kerja
untuk dipekerjakan disuaiu tempat {luar negeri) secara

ekplisit.

karena itu hukumnya dikembalikan kepada kaidah

hukum Islam (qaidan fiqghiyan) yang berbunya :
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"asal hukum dari semus perikatan dan muamalah itu
adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalken a -
tau mengharamkan®,(TM.nHasbi Ash zshidaieqy,.I, 1975:
91 ).

Selain berpegangan dengan kaidah hukunm | Lslam
terseiput kita juga biea menemukan beberape ayat Al Qur !
an dan nadis Nabtl yang membgorikan indikasi, bahwa mempe=
ker jakan seseorang adalah bolenh dengan kata lain sewa
menyews tenage manuslia untuk aipekerjakan adalah boleh ,

peperti dalil-dalil yang ada dalam bab II.

Namun delam pelaksanaannya harus sesuai dengan
syarat rukun sewa menyewa yang telah ditentukan baik

oleh perundang-undangen maupun aturan Ielem.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh DEPNAKER
yang untuk pelaksanaan selanjutnya diserahkan pada peru-
sahaan yang telah mendapat $I#P PJTKI, telah sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu
juga tldak berientangan dengan ketentuan hukum islam,

be Melal L ddegal

Berdasarkar penelitian yanrg penulls lakuken di
kecamatan Iaren, bahwa pelaksaraan pagiriman TKI ke Ma -

laysia disamping ailakukan oleh UEPNAKER juga dilakukan
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oleh perorangan yakni yang disebut Pengerah (calo).

Seperti juga DEPNAKEKR, pengersh juga mengkoordi-

nir khususnya para pemuda untuk dikirim ke Malaysia,
namun apa yang dilakukan oleh pengerah tidak sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri

Tenaga Kerja.

Dimana perusahaan atau seseorang yang berusaha ,.
dibidang penempatan tenaga kerja wajib memeliki SITP
PJTKI dan telah mendapat rekomendasi dari Menteri rena-

ga Kerja. (PMPK NO:PER-02/MEN/1994 pasal 6).

Menurut pasal 4 peraturan Menté}i Tenaga Keria
menyatakan bahwa untuk memasuki negara lain diharuskan
mempunyai paspor dan visa (izin tinggal) disuatu negara
tetapi ini tidak dipenuhi oleh Pengerah dalam pengiri -

man JKI ke Malaysia.

Memang Islam mengan jurkan kepada pemeluknye agar
berusaha dan bekerja dengan segala Kemampuvan untuk
memenuhi kebutuhan nidupnya didunia, sebagaimana firman

Allah oWT.

S G e s R, 5 ST,

nSegungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian
di muka bumi dan Kami adakan bagimu dimuka bumi
sumber penghidupan %. (Al Qurian, 7 : 10).
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Namun agam tidak mewajibkan memilih salah satu
bidang usaha atau pekerjaan, hal itu sepenuhnya diserah-
kan pada masing-masing, karena manusia lebih mengertl

dalam urusan dunianya, sebagaimana sabda Rosulullah :

«”(L;JJJ"!-‘»-L"\ML“

nKalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian",
(Masjfuk zuhdi,1987:149),

Mengenai urusan muamalah, Allah menetapkan undang
undang yang ‘aam dan dasar-dasar yang uwnua. Allah laku -
kan demikian, supaya sesuailah keadaanya dengan ' keddaan
muamalat yang terus menerus mengalami perobahan dan
menghendaki kesempurnaan.(Prof.vr.T.M.Hasbi aASh-sniddie-

qy, 1981:91).

Urusan muamalah adalah soal yang diserahkan kepa-
da kita. Kita dapat melaksanakannya menurut pendapat
akal, terkecuali jika telah ada sesuatu nash, atau kete-

rangan syara' yang menentukannya.

Demikian juga bekexrja sebagai Pengerah Tenaga
kerja untu dipekerjakan adalah boleh, namun dalam pelak-
sanaannya apa yang dilakukan oleh Pengerah dalam pengi -
riman 1KI ke Malaysia, menyimpang dari peraturan yang

tetah ditetapkan.

Dimana pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri

telan diatur oleh :
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1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO:PER - 02/MEN/ 1934
tentang penempatan tenaga kerja didalam dan ke luar
negeri.

2. Keputusan Menteri Yenaga Kerja NO : PER-02/MEN/ 1994
tentang pelaksamaan penempatan tenaga Kerja di dalam

dan keluar negeri.

Sesuai dengan rMTK NO : PER-02/MEN/1Y94 pasal 41
ayat 2 bahwa pelanggaran terhadap ketentuzn -~ ketentuan
dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pe -
raturan Menteri ini dapat dikenakan ancaman hukum kuru -
ngan dan atau denda berdasarkan peraturan perundang-un -

dangan yang berlaku.

Dalam hal ini pemerintah bukan meiarang seseorang
berprofesi sebagai pengerah, mamun pemerintah lewat
Menteri Tenaga Kerja membuat suatu peraturan mengenai
pelaksanaan pengiriman uKI ke luar negeri, yang diperca-
yakan pelaksanaannya pada DEPNAKXER dan selanjutnya dise-
rahkan pada perusahaan yang telah mendapat SIUP PJTKL
dan telah mendapat rekomendasi dari Mentexi Tenaga

Kerja.

Hal ini dilakukan karena, pemerintah ingin membe~

rikan pelayanan dan perlindungan kepada Tenaga Kerja
Indonesia yang bekerja ke luar negeri, sehingga Kalau
terjadi apa-apa maka dengan cepat pihak DEPWAKER akan

meminta pertanggung jawaban dari perusahaan tersebut.
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Sebaliknya apabila dilakukan c¢leh Fengerah dan
ditengan perjalanan terjadi sesuatu yang tidak diingin -
kan maka siapa yang harus bertanggung jawab, sebab kegi-
atan yang dilakukan pengerah tersebut tidak terdaftar

dan keberadaannya tidak diketahui.

Disamping itu untuk memasuki negars lain,haruslah
mengurusi paspor dan mempunyai visa (izin tinggali), ke -
tentuan ini berlaku untuk semua negara dan apabila nal
ini tidak dipenuhi oleh para Pengerah dalam pengiriman .
PKI ke Malaysia berarti para calon TKI tersebut masuk
ke negara lain secara ilegal dan ini akan merugikan

pemerintah Indonesia.

Seperti diketahui bahwa pengiriman TKI ke Malay -
sia disamping memperluas lapangan Kerja juga akan meng -
hasilkan devisa bagi pemerintah, namun agabila dilakukan
secara ilegal dan diketahui oleh pihak kear.znan Malaysia
tentunya pemerintah Indonesia yang repot <an mau tidak
mau Pemerintah Indonesia harus bertanggung Jjawab dalam

masalah tersebut.

Pada dasarnya bidang Muamalah,dinyatakan mempu -

nyal tujuan menata ketertiban masyarakat manusia atau

\*_~”,;L-¥\*rt2¥ﬁﬂix\h43 disamping itu peraturan
diatas adalah untuk menghindari madhorot yang lebih
besar daripada manfaatnya, berdasarkan kaidan hukum

Islam yang berbunyi :
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“Menghindari kerusakan-kerusakan harus didahulukan
daripada menarik kebaikan-kebaikan". (Masjfuk Zuh-
di, 1987 : 141).

Kita juga berpegang pada mashlahah mursalah yang
mempunyai tujuan memelihara tercapainya tujuan - tujuan
syara! yaitu menolak madhorot dan meraih maslahah. (H .

Ahmad abd.Madjid mA.,1983:89).

Dan bagi umat [slam indonesia wajib mentaati
peraturan perundang-undangan diatas, karena tidak ber -
tentangan dengsn prinsip-prinsip dalam Al Qur'an dan

sunnah, dan juga mengingat firman allah :

ﬁ{;mj:w* ,{3\JJ»A,J‘tfxﬁL[,Aﬂ‘bafk\L,nggJng}k

"Hai orang-crang yang beriman, ta‘atilah Allah dan
ta'a ilah Rasul (Nya,), dan ulil amri diantara kamu.
(Al Qur-an, 4 : 59).

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh rengerah
(Calo) dalam pengiriman KT ke Malaysia di Kec, Laren
Kabupaten Lamongan adalah bertentangan baik oleh peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku juga ketentuan hukum

Islam,



